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ABSTRAK 

 

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU 

DALAM OPTIMALISASI TERMINAL PERSPEKTIF FIQH 

SIYASAH oleh Opi Purtekasari NIM 1811150076  

 

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) 

Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi 

Terminal Di Kota Bengkulu (2) Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah 

Terhadap Optimalisasi Fungisi Terminal Di Kota Bengkulu. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran 

Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota 

Bengkulu. Untuk mengetahui Kajian Fiqih Siyasah Terhadap 

Optimalisasi Fungisi Terminal Di Kota Bengkulu Jenis penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan 

peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, 

catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, 

untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil 

wawancara Dinas Perhubungan, Supir Angkot Kota Bengkulu, 

Pedagang Kaki Lima Terminal, dan Pemilik Loket Bus. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Melihat bagaimana peran 

Dinas Perhubungan dalam optimalisas fungsi Terminal di Kota 

Bengkulu, peneliti menggunakan tiga indikator yang pertama 

Perumus Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan 

dan pelaksana, ketiga Peran Sektor Publik. Pertama perumus 

kebijakan dan pelaksana kebijakan, Peran yang belum berjalan 

dengan baik ini dikarenakan masih terdapat permasalahan 

mengenai program-program mengenai optimalisasi fungsi 

terminal. Kedua penerapan dan pelaksana Dinas Perhubungan Kota 

Bengkulu belum melakukan upaya yang berarti untuk 

mengoptimalkan fungsi Terminal di Kota Bengkulu, ketiga peran 

sektor publik Dinas Perhubungan belum melakukan evaluasi yang 

menyeluruh terhadap Terminal. Fiqh Siyasah yaitu seorang 

pemimpin harus amanah dan bertanggung jawab dalam 

mengemban tugasnya yang terdapat didalam QS. An-Nisa: ayat 58. 



ix 
 

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang 

berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang dipercayakan 

kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi hendaklah diindahkan, 

diperhatikan, dan diterapkan dalam kehidupan kita untuk dapat 

mencapai kebahagian dunia-akhirat dan diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaraan seorang pemimpin dalam konsep Al-

Ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar Syari’ah. 

 

 

Kata kunci: Terminal, Dinas Perhubungan dan Fiqh Siyasah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transportasi umum memegang peranan penting bagi 

manusia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh 

karena itu, timbul tuntutan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana transportasi agar pergerakan manusia dapat 

berlangsung secara aman, nyaman, teratur, dan lancar serta 

efisien dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusinya 

adalah menyediakan jalur transportasi darat yang mempunyai 

efisensi tinggi terutama dalam hal kecepatan, biaya yang murah 

dan dapat mengangkut dalam jumlah yang banyak. 

Mobilitas masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan 

transportasi umum terutama transportasi darat sebagai 

transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. 

Oleh karena itu pemerintah harus menyediakan sarana dan 

prasarana transportasi darat yang mendukung untuk digunakan 

oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik salah satunya 

adalah penyediaan terminal angkutan penumpang. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan, terminal adalah pengkalan kendaraan bermotor 

umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 

keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau 

barang, serta pemindahan moda angkutan.1 

Kemudian diperjelas kembali dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Terminal 

adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan 

untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan 

dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan 

                                                           
1
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 
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moda angkutan. 2  Lokasi Terminal Penumpang adalah letak 

bangunan terminal pada simpul jaringan lalu lintas dan 

angkutan jalan yang diperutunkkan bagi pergantian moda 

dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu yang 

dinotasikan dengan titik kordinat. 

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem 

transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat 

pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan 

dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke 

tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat 

pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian 

sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga 

berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau 

barang.3 Berdasarkan fungsi inilah sebuah terminal diharapkan 

dapat melayani setiap pengguna terminal dalam hal ini 

penumpang angkutan umum dan sopir angkutan umum yang 

menggunakan jasa pelayanan terminal. 

Dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 2 tentang 

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang 

Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara 

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik.4 Dalam hal ini Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu yang mempunyai kewenangan 
                                                           

2
 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 132 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan 
3

 Dirjen Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, 

2002 
4
 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 

2015 Pasal 1 ayat 2 



3 
 

dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik di 

Terminal di Kota Bengkulu sesuai dengan amanat Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

kewenangan pengelolaan Terminal tipe B danC  di laksanakan 

oleh Pemerintah Provinsi dan Kota. 

Kegiatan perhubungan di Kota Bengkulu terus meningkat 

seiring dengan laju perdagangan dan industrialisasi yang 

semakin pesat serta aktivitas dari penduduk itu sendiri. Dalam 

rangka memberi pelayanan kepada masyarakat melalui otonomi 

daerahnya, Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Walikota 

Bengkulu terkait dengan bidang perhubungan yang diatur 

dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal 

Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. 

Dinas Perhubungan selaku unsur pelaksana otonomi 

daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang 

perhubungan yang mana mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sesuai 

dengan kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah. Dinas 

Perhubungan selaku penyelenggara dan pengelola tata 

perhubungan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

keberlangsungan sistem transportasi yang ada di Kota 

Bengkulu. Ini diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota 

Bengkulu, pada pasal 4 dan 5 yang berbunyi:5 

Pasal 4 

UPTD Terminal mempunyai tugas menyelenggarakan 

sebagian urusan Dinas dibidang perhubungan. 

                                                           
5
 Peraturan Walikota Bengkulu No 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, pada pasal 

4 dan 5 
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Pasal 5 

UPTD Terminal dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi : 

1. penyusunan rencana teknis operasional terminal angkutan 

penumpang. 

2. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang terminal. 

3. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur. 

4. pemungutan retribusi terminal; 

5. pengaturan lalu lintas kendaraan dalam terminal. 

6. penataan loket dan kios dalam terminal. 

7. pelayanan kendaraan umum dan angkutan pedesaan serta 

angkutan kota. 

8. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, 

keuangan dan kepegawaian. 

9. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. 

10. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan 

kegiatan. 

Berdasarkan peraturan di atas pihak Dinas Perhubungan 

perlu membangun dan menyelenggarakan terminal sebagai 

prasarana mendukung adanya kegiatan transportasi 

perhubungan darat di Kota Bengkulu. Dalam mendukung 

pelaksanaan angkutan jalan di Kota Bengkulu memiki beberapa 

terminal ialah terminal Betungan, terminal Panorama, terminal 

Air Hitam, dan terminal Air Sebakul, terminal di Kota Bengkulu 

merupakan terminal penumpang tipe A dan C, terminal tipe C 

di Kota Bengkulu memiliki fungsi melayani kendaraan umum 

untuk angkutan perkotaan atau pedesaan. Dalam pengelolaan 

terminal tipe C yang bertanggung jawab ialah pemerintah Kota 

Bengkulu. Sedangkan terminal penumpang tipe A di Kota 

Bengkulu memiliki fungsi melayani kendaraan umum untuk 

Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) atau angkutan 

lintas batas negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi 
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(AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Dalam 

pengelolaan terminal tipe A yang bertanggung jawab ialah 

pemerintah pusat akan tetapi dalam pengelolaan dilimpahkan 

kewenangannya ke Pemerintah Daerah.6 

Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukan bahwa 

masih banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dengan 

peran Dinas Perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal 

sebagai pengelola, pengawas, penertiban yang belum berjalan 

secara optimal. Pertama, pengoperasian terminal yang sudah 

berlangsung lama sering menuai respon negatif dari para 

pengguna jasa terminal, kondisi terminal hingga sekarang 

mengalami keadaan yang terlihat kurang optimal karena 

kurangnya angkutan dan calon penumpang yang masuk 

kedalam terminal. Kondisi itu menyebabkan banyak kios-kios 

yang dipersiapkan sebagai fasilitas penunjang ditinggalkan 

pemiliknya atau dibiarkan kosong begitu saja. Kedua, di 

terminal yang ada dikota bengkulu banyak dijadikan tempat 

ajang portitusi seperti di terminal betungan dan terminal air 

sebakul, yang mana hampir setiap malam banyak dijadikan 

tempat pelacuran, minum-minuman keras dan hal negatif 

lainnya. 

Ketiga, keengganan sebagian besar bus dan mobil 

penumpang (minibus) untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang di dalam terminal yang akhirnya menimbulkan 

suatu masalah dimana minibus melakukan pengangkutan 

penumpang yang bukan pada tempat yang telah ditentukan, 

serta masih beroperasinya angkutan liar yang berupa mobil 

penumpang minibus ber plat hitam. Dalam hal menaik-

turunkan penumpang para pengemudi bus yang didukung oleh 

pengusaha Perusahaan Otobus (PO) lebih memilih untuk 

melakukannya di agen penjualan tiket masing-masing. Bagi 

                                                           
6

 https://nasional.kontan.co.id/news/pemda-masih-harus-mengelola-terminal-

tipe-a (diakses 06 April 2022) 

https://nasional.kontan.co.id/news/pemda-masih-harus-mengelola-terminal-tipe-a
https://nasional.kontan.co.id/news/pemda-masih-harus-mengelola-terminal-tipe-a
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pengemudi mobil angkutan minibus lebih memilih menaikkan 

dan menurunkan penumpang di sepanjang jalan Betungan 

sampai jalan Sungai Hitam, bahkan para pengemudi mobil 

penumpang minibus bisa langsung menjemput atau mengantar 

penumpang langsung di kediaman penumpang walaupun 

berhadapan dengan resiko tertangkap petugas dan diberikan 

tilang. Kempat, ialah kurangnya minat masyarakat untuk ke 

terminal mencari kendaraan umum dikarenakan faktor jauh dari 

pemukiman kemudian kebih memilih transportasi online yang 

menyababkan angkot-angkot menjadi sepi dan jarang untuk 

keterminal. 

Dalam kajian fiqih siyasah terhadap peran dinas 

perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota 

bengkulu, fiqih siyasah mengkaji tentang ilmu tata negara Islam 

yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan 

umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, 

berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh 

pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengn 

ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghirdarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin 

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang dijalaninya. 

Untuk dapat mewujudkan kinerja optimalisasi fungsi 

terminal oleh dinas perhubungan diperlukan beberapa nilai dan 

dari nilai itu dapat diwujudkan dan yang diharapkan oleh 

masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat al-qur'an dan 

Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar 

yang dapat mewujudkan optimalisasi fungsi terminal, yaitu 

keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan 

amanah. Banyak sekali ayat-ayat al-qur’an yang menyerukan 

tentang pentingnya keadilan. Adapun ayat yang menjelaskan 

tentang adil terdapat didalam Qs. an-nisa ayat 135 yang 

berbunyi: 
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هِٰوَلَوْٰعَلٰ ٓ  يٰ  كُٰوْنُ وْاٰقَ وَّامِيَْْٰباِلْقِسْطِٰشُهَدَاءَٰۤللِّ  اِنْٰيَّكُنْٰغَنِيِّآٰٰ  ىٰانَْ فُسِكُمْٰاوَِٰالْوَالِدَيْنِٰوَالْْقَْ رَبِيَْْٰٓ  ايَ ُّهَاٰالَّذِيْنَٰا مَنُ وْا
ٰبِِِمَا هُٰاوَْلٰ  كَٰانَٰبِاَٰتَ عْمَلُوْنَٰخَبِي ْرًآ  ٗ  وَاِنْٰتَ لْوٰٓ  انَْٰتَ عْدِلُوْاٰٰىٓ  فَلََٰتَ تَّبِعُواٰالْْوَٰ ٰٓ  اوَْٰفَقِي ْراًٰفاَللّ  هَ اٰاوَْٰتُ عْرِضُوْاٰفاَِنَّٰاللّ   

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun 

terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan 

kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun 

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan 

(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala 

apa yang kamu kerjakan.7 

 

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin 

(ulil amri) maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-

ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari’ah dapat 

diturunkan asas reponsivitas dalam pemberian pelayanan, 

reponsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang 

sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara. 8 

Kinerja yang baik akan berpengaruh pada produktivitas kerja. 

Adapun ayat yang mengatur tentang tanggung jawab seseorang 

pemimpin yaitu terdapat didalam Qs.An-Nisa ayat 58 yang 

berbunyi: 

ن تِٰاِلٰ  هَٰيأَْمُركُُمْٰانَْٰتُ ؤَدُّواٰالَْْم  هَٰنعِِمَّٰٰٓ  وَاِذَاٰحَكَمْتُمْٰبَ يَْْٰالنَّاسِٰانَْٰتََْكُمُوْاٰباِلْعَدْلِٰٰٓ  ىٰاهَْلِهَآ  اِنَّٰاللّ  ٰاللّ  اٰيعَِظُكُمْٰاِنَّ
عًآٰ  ٰٗ  بِه ي ْ كَٰانَٰسََِ هَ ٰاللّ  بَصِي ْرآًٰ  اِنَّ  

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 

                                                           
7
 Qs. An-Nisa ayat 135 

8
 Khusnul Zannah, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Terminal Penumpang 

(Studi Terminal Raja Basa Tipe A), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2020 
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menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Melihat.9 

 

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat 

kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang 

dipercayakan kepada seseorang untuk  dilaksanakan  dengan  

sebaik-baiknya.  Jangan  sekali-sekali  diabaikan akan tetapi 

hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam 

hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagian 

dunia dan akhirat. 

Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan fiqh siyasah terhadap 

peran dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di 

kota bengkulu, optimalisasi fungsi terminal adalah datang dari 

aturan yang berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh 

pemimpin. Amanah merupakan tanggung jawab atau 

pelimpahan kewenangan karena kekuasaan bersumber dari 

Allah SWT artinya optimalisasi fungsi terminal oleh dinas 

perhubungan harus mampu mengelola dan bertanggung jawab 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Amanah atau tanggung jawab tersebuat harus 

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam 

penyediaan fasilitas terminal penumpang yang  aman,  nyaman  

dan  sesuai  dengan  harapan  penumpang  di  terminal. 

Pelaksanaan optimalisasi fungsi terminal oleh dinas perhungan 

masih kurang efektif jika dilihat dari peraturan perundangan, 

Hal itu terjadi karena kurang maksimalnya pengelolaan yang 

dilakukan oleh dinas perhubungan, fasilitas berupa sarana dan 

prasarana yang ada di terminal yang ada di kota bengkulu 

kurang terpenuhi, kemudian belum ramah terhadap 

penumpang khusus seperti kaum difabel, banyak dijadikan 

                                                           
9
 Qs.An-Nisa ayat 58 
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tempat mesum, minum-minuman keras dan kondisi terminal 

yang kurang layak dan jauh dari permukiman warga. 

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka 

Penulis tertarik untuk menulis mengangkat judul Skripsi dengan 

judul “PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU 

DALAM OPTIMALISASI TERMINAL PERSPEKTIF FIQH 

SIYASAH” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi 

Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu? 

2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi 

Fungisi Terminal Di Kota Bengkulu? 

C. Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam 

Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu 

2. Unyuk mengetahui Kajian Fiqih Siyasah Terhadap 

Optimalisasi Fungisi Terminal Di Kota Bengkulu 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan sumbangan pemikiran  dalam pengembangan Ilmu 

Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran 

Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Di 

Kota Bengkulu. 

2. Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan 

akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah 

mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi 

Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu. 

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia 

dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan Peran Dinas Perhubungan Dalam 

Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota Bengkulu. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu 

peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan 

membantu peneliti dalam menafsirksan hasil analisis data serta 

menarik simpulan penelitian. Oleh sebebab itu, terdapat empat 

fungsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun 

sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran 

terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun 

terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi 

terdahulu: 

Pertama tesis Dadi Muradi, Pascasarjana Magister 

Perencanaan Pembangunan wilyah dan kota Universitas 

Diponogoro Semarang 2005, dengan judul Pemanfaatan terminal 

angkutan umum regional terkait dengan kebijakan 

pengembangan wilyah kota pangkal pinang, perbedaanya ialah 

penelitian terdahulu lebih membahas faktor penyebab kurang 

maksimalnya pemanfaatan terminal angkutan umum regional di 

kota pangkal pinang, kemudian penahasannya selanjutnya ialah 

tentang arahan pemanfaatan terminal angkutan umum regional 

tersebut, terkait dengan kebijkan wilayah kota pangkal pinang. 

penulis membahas membahas tentang peran dinas perhubungan 

dalam optimalisasi fungsi terminal di kota bengkulu perspektif 

fiqh siyasah, dalam hal ini penulis ingin membahas tentang 

permasalahan terminal yang ada di kota bengkulu sampai saat 

ini banyak yang tidak beroperasi dan banyak fasilitas yang 

disalahgunakan oleh masyarakat, serta angkutan umum yang 

beroperasi jarang ingin masuk ke dalam terminal. Persamaanya 

ialah Sama-sama membahas tentang optimalisasi fungsi 

terminal. 
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Kedua skripsi Amirudin/ Fakultas Hukum/ Universitas 

Hasanuddin Makassar 2016, dengan judul Tinjauan Hukum 

Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan 

Terminal Regional Daya, perbedaanya ialah penelitian terdahulu 

membahas mengenai, pelaksanaan pengawasan pengelolaan 

terminal regional daya, kemudian pembahasan selanjutnya ialah 

apakah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi optimalisasi 

fungsi terminal, penulis membahas membahas tentang peran 

dinas perhubungan dalam optimalisasi fungsi terminal di kota 

bengkulu perspektif fiqh siyasah, dalam hal ini penulis ingin 

membahas tentang permasalahan terminal yang ada di kota 

bengkulu sampai saat ini banyak yang tidak beroperasi dan 

banyak fasilitas yang disalahgunakan oleh masyarakat, serta 

angkutan umum yang beroperasi jarang ingin masuk ke dalam 

terminal. Persamaanya ialah Sama-sama membahas tentang 

optimalisasi fungsi terminal. 

Ketiga jurnal Cornelia Ngura Bae, Aji Ratna Kusuma, 

Bambang Irawan/ eJournal Administrasi Negara, dengan judul 

Peran dinas perhubungan pemerintah provinsi kalimantan 

timur dalam optimalisasi fungsi terminal telihan di kota 

bontang, perbedaanya ialah peneliti terdahulu tujuan  dari  

penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menganalisis  serta 

mendeskripsikan  peran  Dinas  Perhubungan  Provinsi  

Kalimantan  Timur  dalam optimalisasi fungsi Terminal Telihan 

di Kota Bontang dan untuk megidentifikasi faktor-faktor 

penghambat Dinas Perhubungan dalam mengoptimalisasikan 

fungsi Terminal Telihan di Kota Bontang, penulis membahas 

membahas tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi 

fungsi terminal di kota bengkulu perspektif fiqh siyasah, dalam 

hal ini penulis ingin membahas tentang permasalahan terminal 

yang ada di kota bengkulu sampai saat ini banyak yang tidak 

beroperasi dan banyak fasilitas yang disalahgunakan oleh 

masyarakat, serta angkutan umum yang beroperasi jarang ingin 
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masuk ke dalam terminal. Persamaanya ialah Sama-sama 

membahas tentang optimalisasi fungsi terminal. 

F. Metode Penelitian 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian 

langsung pada Dinas yang berhubungan langsung dengan 

pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur 

penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan 

dari orang-orang yang diamati.10 Semua data yang telah 

berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan 

yaitu dari pihak-pihak terkait dengan optimalisasi fungsi 

terminal. 

b. Pendekatan Penelitian 

m kutn UkUkusats n naun autuUnmslsUn k klnkns n

autuUn UkUk luts n  k mktsks - k mktsks n kk kk kun

aknsksnn msas n  nists n u kutn Uk  uau n s kuUk n  s kn

kk sk.nrk u ukn tkkk n rsaUumn rs  utnn  k mktsks n  s kn

mnku sts n mslsUn  k klnkns n autuUn smslsan aknsksnn

nk ntuk: 11 

1) tk mktsks n tk u ms k-m ms ks n( atatatS

haaortpA)  

2) tk mktsks ntnakd nan(hpaaropptlShaaortpA)  

3) tk mktsks n tk ns mn ks n( rvatotapmtS

haaortpA)  

4) tk mktsks nnd ak kusln( raptaattlShaaortpA)  

 

 ms u n  k mktsks n  k klnkns n  s kn mnku sts n

 k ulnan mslsUn  k klnkns n  s kn mnlstuts n ms nn nknk s sn

                                                           
10

 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 

2008, h 1 
11

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarata: Prenadamedia Group, 

2005, h 355 
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 k mktsks n mnsksan smslsan  k mktsks n tk u ms k-

m ms ks n( atatatS haaortpAn .)tk mktsks n n nnmnlstuts n

mk ks n us sn Uk ktsinn  k sku s n tk u ms k-m ms ks n

 s kn nk aunu ks n mk ks n )naun autuU(n  k Usaslsas n

 s kn akms kn mnasms n.n tk mktsks n tk u ms k-m ms ks n

n nn ud kda  sn mnlstuts n mk ks n UkUsasUnn tkakausns n

s ks sn m ms k-m ms kn nsas n mk ks n m ms k-m ms knn

sksun s ks sn m ms k-m ms kn  s kn askun mk ks n m ms k-

m ms kn s knlsn . 12 

tk mktsks n tk u ms ks -m ms ks n smslsan

 k mktsks n  s kn mnlstuts n mk ks n Uk ks slnanan akUusn

tkkk kus n  k sku s n k u ms k-u ms ks nms n  kkulsann

 s kn nk aunu ks n mk ks n naun autuUn  s knsts n mnkklnkn.n

tk mktsks n  k ns mn ks n smslsan  k mktsks n  s kn

mnlstuts nmk ks nus snUklstuts n k ns mn ks n kk asms n

 k sku s - k sku s n  s kn nk aunu ks n mk ks n

kkUs/Usaslsan ms n nau-naun  s kn mnasms nn  s kn kklsan mnn

u ms kts nms nkklsanUkU u  snntktusks nautuUnkkks .  

2) Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan 

akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 1 Januari – 30 

Februari 2021 dan dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di 

Dinas Perhubungan. Alasan mengapa penulis mengambil 

lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, 

bahwa dalam optimalisasi fungsi terminal masih banyak 

permasalahan diantarnya, supir yang jarang masuk kedalam 

terminal, ketika malam dijadikan tempat portitusi, minum-

minuman keras, oleh karena itu penulis ingin meneliti dengan 

permaslahan tersebut. 

3) Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan 

informasi tentang keadaan yang terjadi pada 

                                                           
12

Peter Mahmud Marzuki ,eenelititn Hukum...,  h 46  
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permasalahan yang akan diteliti.13 Pemilihan informan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, yakni pengambilan informan secara tidak 

acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang 

tepat sehingga layak dijadikan informan dalam 

penelitian ini. 

Informan yang akan peneliti wawancara adalah 

Tabel 1.1 

No Nama Jabatan 

1 Hendri Kurniawan Kepala Dinas 

Perhubungan Kota 

Bengkulu 

2 Atep Setiawan Supir Angkot Kota 

Bengkulu 

3 Yayan Khoirul Supir Angkota Kota 

Bengkulu 

4 Dayat Rimawan Pedagang Kaki Lima 

Terminal 

5 Robi Dermawan Pedagang kaki Lima 

Terminal 

6 Asep Maulana Pemilik Loket Bus 

 

4) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan 

Data 

a) Sumber Data Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat 

dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang 

berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-

bahan hukum sekunder.14 Jenis bahan hukum dapat 

                                                           
13

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, cet: 

XVII, 2002, h 90 
14

 Peter Mahmud Marzuki ,eenelititn Hukum ,Jakarata< Prenadamedia troup, 

4007 ,h. 3:3  
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dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum 

terdiri atas: 

a. Data Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah data yang 

diambil dari sumber pertama yang diperoleh 

melalui wawancara terhadap informan yang 

ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data 

dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang 

bersangkutan dengan penelitian penulis. Data 

primer diperoleh dari informan melalui 

wawancara yang diharapkan informan tersebut 

dapat memberikan data serta informasi yang jelas 

dan akurat tentang peran dinas perhubungan 

dalam optimalisasi fungsi terminal di kota 

bengkulu perspektif siyasah dusturiyah 

b. Data Hukum Sekunder 

 sas nautuUnaktu mk n s knuksUsnsmslsannutun

kktan ts k snnutun kktan nk nann Uk kk snn   n an -  n an n

msas n nlUun autuUn ms n n n  s ms ks - s ms ks n tlsantn

 s snas is sn s knUkU u  snntusln ntsannkn kkn. 15 nnslsUn

 k klnkns n n nn nsas n autuUn aktu mk n  s kn mnku sts n

Ukln ukn:  

1)  utu-nutunnlUnsanmnnnms knautuU  

2) hu  slnnlUnsa.  

3)   kntklnnlUnsa  

c. Data Hukum Tersier 

 sas n autuUn kk ank n smslsan nsas n  s kn

UkUnk nts n  kku iutn Usu u n  k iklsas n kk asms n

nsas nautuUn  nUk nms naktu mk nn snku:  

                                                           
15

 Peter Mahmud Marzuki ,eenelititn Hukum …, h 3:4 
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1) nsUuan kas n sasasns md kansnms nnsUuanautuU.  

2) snkua-ankuanmnn s kk  kkn ak k knn k antld kmnsn n ntn kmnsn

ms n n  s kn nk tsnks n mk ks n dkUsn tk klnkns n  s kn

mntsin.  

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum 

dalam penelitian.16 Teknik pengumpulan bahan 

hukum yang mendukung dan berkaitan dengan 

pemaparan penelitian ini adalah menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi. 

1.  Observasi 

Observasi, yaitu proses pengambilan data 

dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat 

dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara, adalah proses tanya jawab 

dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan 

oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada 

sejumlah informan untuk memperoleh informasi 

dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian 

ini. Metode wawancara digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak 

diperoleh lewat pengamatan. Wawancara 

berkaitan dengan penelitian itu, wawancara yang 

dilakukan dengan menggunakan metode tanya 

jawab secara langsung mengenai masalah tentang 

peran dinas perhubungan dalam optimalisasi 

fungsi terminal di kota bengkulu perspektif 

siyasah dusturiyah, penelitian menggunakan 

                                                           
16

 Peter Mahmud Marzuki ,eenelititn Hukum... ,h   43 
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landasan peraturan perundang-undangan, 

(intervewer) yang memberikan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.17 

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu 

mereka yang diperkirakan mampu memberikan 

jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini. 

3. Dokumen 

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni 

mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan 

mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah 

dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang 

berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, 

teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan.18 Dokumentasi dalam 

penelitian ini tentang peran dinas perhubungan 

dalam optimalisasi fungsi terminal di kota 

bengkulu perspektif siyasah dusturiyah. 

5) Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam 

bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas 

dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan.19 Analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan menggunakan metode penalaran 

berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang 

bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan 

                                                           
17

 Basrowi dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 

2008, h 127 
18

 Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016, h 184 
19

 Djam’an Satori, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 

Cetakan ke-7, 2017, h 97 
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yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi 

ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab 

yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan 

Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal 

ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab 

berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait 

dan sistematis. 

BAB II. BAB ini mencakup Teori Peran, Teori 

Optimalisasi, dan Teori Fiqh Siyasah. 

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran 

Umum Objek Penelitian. 

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari 

pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan 

menguraikan secara sistematis tentang Bagaiman Peran 

Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal 

Di Kota Bengkulu dan Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah 

Terhadap Optimalisasi Fungsi Terminal Di Kota 

Bengkulu. 

BAB V. Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Good Governance 

1. Pengertian Good Governance 

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa 

ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan 

aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental 

menuntut terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih, 

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (good 

governance). 20  Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa 

Inggris disebut dengan Good Governance merupakan suatu 

konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk 

menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan 

proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 

melaksanakan penyediaan public goods and service disebut 

governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan 

praktek terbaiknya disebut “good governance” 

(kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat 

menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka 

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu 

pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif 

menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan 

integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. 

Dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam  

penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah  negara  merupakan  

tantangan tersendiri.21 

                                                           
20

 Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintthtn Ytng Btik” Btgitn 

Kedua Edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012, h 2 
21

 Sedarmayanti, Good Governance …, h 2  
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United Nation Development Program (UNDP) dalam 

dokumen kebijakannya yang berjudul; “Governance for 

sustainable human development”, mendefinisikan 

kepemerintahan (governance) sebagai berikut: “Governance is 

the exercise of economic, political, and administrative author to 

manage a country’s affairs at all levels and means by which state 

being of their population”. “Kepemerintahan adalah 

pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, 

politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan 

negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen 

kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi 

kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam 

masyarakat”.22 

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik 

dalam istilah kepemerintahan yang baik (good governance) 

mengandung dua pemahaman: 

Pertama, nilai yang menjungjung tinggi keinginan /kehendak 

rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan 

rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, 

pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, 

aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan 

tersebut.23 

 

UNDP lebih jauh menyebutkan ciri Good Governance, 

yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung 

jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, 

menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi 

didasarkan pada konsesus masyarakat, serta memperhatikan 

kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengembilan keputusan menyangkut alokasi sumber 
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daya pembangunan. Governance yang baik hanya dapat 

tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga  

yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, 

bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau 

mendengar, dan mau melibatkan.24 Kedua unsur tersebutlah 

yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang adil dan bertanggung jawab. 

2. Prinsip pemerintahan yang baik 

Prinsip Good Governance menurut UNDP, Tahun 1997:25 

1) Participation (Partisipasi); 

2) Rule of law (Kepastian Hukum); 

3) Transparency (Transparansi); 

4) Responsiveness (Tanggung Jawab); 

5) Consensus Orientation (Berorientasi Pada Kesepakatan); 

6) Equity (Keadilan); 

7) Effectiveness and Efficiensy (Efektifitas dan Efisiensi); 

8) Accountability (Akuntabilitas); 

9) Strategic Vision (Visi Strategik). 

Selain  prinsip  yang  dikemukakan  UNDP,  dalam  

peraturan  perundang-undangan  Republik Indonesia juga 

mengatur tentang prinsip atau asas dari pemerintahan yang 

baik yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas 

Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme disebutkan asas umum 

penyelenggara negara yaitu: 

1) Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum 

yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

Penyelenggara Negara; 

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu asas yang 

menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 
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keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 

Negara; 

3) Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 

akomodatif dan selektif; 

4) Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap 

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas 

hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; 

5) Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara 

Negara; 

6) Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7) Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Selain dari asas umum pemerintahan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi, Dan Nepotisme, pemerintahan harus berprinsip 

demokrasi pula agar segala hal yang dilakukan pemerintah 

dapat diawasi dan dikritik oleh masyarakat untuk terciptanya 

kesejahteraan umum. 

3. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Baik 
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Konsep pemerintahan yang baik di Indonesia 

sesungguhnya sudah mutlak harus dilaksanakan oleh 

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. 

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul baru 

untuk mensosialisasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) yang diawali dengan pembahasan konsep 

Good Governance dan telah lama disosialisasikan di berbagai 

kantor pemerintahan, dan sebagian diselenggarakan oleh 

lembaga non-pemerintahan seperti Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan Perguruan Tinggi.26 

Walaupun aparat  pemerintah  sudah  cukup  

memahami  bahwa untuk  masa  yang akan datang, peran 

mereka akan berubah, namun yang menjadi masalah besar 

adalah adanya kesenjangan antara pemahaman Good 

Governance dengan kemauan untuk berubah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa isu Good Governance di 

lingkungan pemerintah sudah mengemuka, tetapi dalam 

praktek masih sangat terbatas.27 

Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil 

dari kompleksitas permasalahan yang ada di tubuh birokrasi 

antara lain: tidak adanya sistem insentif, buruknya tingkat 

diskresi atau pengambilan inisiatif yang ditandai dengan 

tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan 

petunjuk pimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan. 

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

digerakan oleh peraturan dan anggaran, dan bukan digerakan 

oleh misi. Adanya budaya paternalisme yang tinggi, artinya 
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aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, 

bukan memprioritaskan kepentingan masyarakat.28 

Sesuai  dengan  tuntutan  nasional  dan  tantangan  

global  untuk  mewujudkan  Good Governance diperlukan 

sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi 

jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. 

Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang 

memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu 

profesionalisme sikap pengabdian dan kesetian pada 

perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan 

persatuan, dan pengembangan wawasan pegawai negeri sipil, 

salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan 

Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yang mengacu pada 

kompetensi jabatan.29 

Menurut  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  101  Tahun  

2000  tentang  Pendidikan  dan Pelatihan Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil, yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan 

dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri 

sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang 

mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalisme, 

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, 

efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima 

oleh seluruh masyarakat.30 

Kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diatur dalam 

penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yaitu: 

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai 

ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang 

berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh 

jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja  yang 

dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 

penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan 

secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Selain dalam penjelasan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara terdapat juga ketentuan yang mewajibkan pemerintah 

menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang menyebutkan 

dalam Pasal 3 huruf f tentang tujuan dari Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan yaitu “melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan meneerapkan AUPB”. 

Dengan demikian sudah seharusnya pemerintah khususnya 

pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya sesuai 

dengan prinsip- prinsip pemerintahan yang baik agar 

terciptanya pemerintahan yang profesional dan bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

B. Konsep Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan 

Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan 

melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk 
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kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok 

atau masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara 

Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa: 

"Pelayanan adalah Segala bentuk kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, 

dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah dalam 

bentuk barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan". 

Menurut Gronroos dalam Ratminto :"Pelayanan adalah 

suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan 

yang dimaksudnya untuk memecahkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen atau pelanggan".31 

Sedangkan Moenir, “Pelayanan hakikatnya adalah 

serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses, 

sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam 

masyarakat”. Lebih lanjut Moenir menerangkan bahwa, 

Pelayanan umum yang didambakan adalah kemudahan 

dalam mengurus kepentingan mendapatkan pelayanan yang 

wajar, perilaku yang sama tanpa pilih kasih dan perlakuan 

yang jujur dan terus terang. Disamping itu, juga 

menambahkan bahwa kelancaran playanan hak-hak 

tergantung pada kesediaan para petugas terhadap kewajiban 

yang dibebankan, sistem, prosedur, dan metode yang 

memadai, pengorganisasian tuga pelayanan yang tuntas, 

pendapatan petugas atau pegawai yang cukup untuk 
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 Ratminto, Manajemen Pelayanan disertai dengan pengembangan model 
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kebutuhan hidupnya, kemampuan atau keterampilan 

pegawai, dan sarana kerja yang memadai.32 

Menurut Sinambela, “Pelayanan adalah setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan 

,dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait 

pada suatu produk secara fisik”. Pelayanan adalah 

serangkaian kegiatan suatu proses pemenuhan kebutuhan 

orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa 

dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud ,cepat hilang, 

lebih dapat dirasakan daripada memilki, dan pelanggan lebih 

dapat berpartisispasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa 

tersebut".33 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa 

pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan suatu 

organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau masyarakat 

umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan. 

2. Azas Pelayanan Publik 

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus 

memenuhi azas-azas pelayanan sebagai berikut:34 

a) Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b) Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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c) Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada 

prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d) Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 

masyarakat. 

e) Kesamaan Hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membeda-

bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status 

ekonomi. 

f) Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pemberi dan penerima pelayanan public harus 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, dijelaskan bahwa 

dalam menyelenggarakan pelayanan harus memenuhi 

beberapa prinsip yaitu: 

1) Kesederhanaan, prosedur /tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

2) Kejelasan mencakup beberapa hal antara lain: 

a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum. 

b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 

bertangguang jawab dalam memberikan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 

c. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran. 

3) Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 
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4) Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat dan sah. 

5) Rasa aman. Proses dan produk pelayanan publik 

memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 

6) Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan 

publik atau pejabat yang ditunjuk bertangguang jawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluahan 

atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana 

dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika. 

8) Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana 

prasarana kerja yang memadai dan mudah dijangkau oleh 

masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telematika. 

9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi layanan 

harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah serta 

memberikan pelayanan yang ikhlas. 

Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman , bersih, rapi, 

lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan 

lain-lain. 

C. Teori Fiqih Siyasah 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara 

bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. 

Kata “faqaha” diungkapkan dalam al-qu’an sebanyak 20 kali, 

19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman 

ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan 

ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i),merupakan “ilmu” 

tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah fiqih 
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adalah ilmu atau pemahaman tentang hukumhukum syariat 

yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang 

rinci (tafsili). Secara etimologis, fiqh adalah keterangan 

tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 

pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap 

perkataan dan perbuatan manusia.35 Secara terminologis, fiqh 

adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai 

amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang 

tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum 

khusus yang diambil dari sumbernya, al-qur’an dan as-

sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan 

mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-qur’an 

dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan 

penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu 

penegtahuan mengenai Islam. 

Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-

hukum Islam partikular dan praktis yang di-istinbath dari 

dalil-dalil yang terperinci. Menurut Abdul Halim Uways, fiqh 

yang merujuk kepada dalil-dalil qath’i akan melahirkan fiqh 

statis, sedangkan jika merujuk kepada dalil-dalil yang zhanni, 

fiqh menjadi dinamis. 

Fiqih juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali 

hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat 

Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqih 

bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ 

tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan 

situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk 

pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan 

dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) 
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syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi 

fiqh di bidang furu’ (cabang-cabang/ partikularistik) dari 

ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari 

dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu’. Karena 

itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan 

perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat 

dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan 

zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, 

sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti. 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan kebijaksanaan. 36  Pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 

sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara 

linguistik, siyasah artinya megatur, mengendalikan, 

mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam 

kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan 

memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beebrapa 

arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat 

kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan. 

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana 

uraian ayat-ayat al-qur’an tentang politik secara sepintas 

dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. 

Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat 

manusia sesuai degan syara’ demi terciptanya 

kemashlahatan.37 

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf 

mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan 

perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 
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dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. 38  Dari 

penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) 

Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian 

negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam 

kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan 

yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga 

negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi 

pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.39 

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang 

cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal 

bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan 

dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. 40 

Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari’ah 

bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib 

melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. 

Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah, 

semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth’i baik wurud 

maupun dalalahnya; 

b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan 

itu berdasakan penelitian yang cermat dan akurat sehingga 

tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudarat; 
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c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan 

mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti 

kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.41 

Berdasakan penegrtian etimologi dan terminologi di 

atas dapat ditarik keismpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah 

ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas 

tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia 

pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa 

penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang 

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran 

Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang 

mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara yang dijalaninya. 

Literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dengan 

dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar’iyah yaitu siyasah 

yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika 

agama. Kedua, siyasah wadh’iyah yaitu siyasah yang 

dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses 

penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika 

agama. Siyasah syar’iyah dan siyasah wadh’iyah hanya 

memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau 

sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan 

lingkungannya, seperti ara’ahl basher atau yang biasa disebut 

dengan pandangan para ahli atau pakar, al’urf (uruf), al’adah 

(adap), al-tajarib (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber 

hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu 

berbeda-beda dan terus menerus berkembang. 

                                                           
41
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Setiap produk siyasah syar’iyah pastilah Islami. 

Namun tidak demikian dengan siyasah wadh’iyah. Siyasah 

wadh’iyah sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam 

karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih 

dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini 

bukan berarti setiap siyasah wadh’iyah pasti tidak Islami. 

Siyasah wadh’iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat 

dikategorikan sebagai siyasah syar’iyah selama memenuhi 

enam macam kriteria sebagai berikut: 

a) Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara 

hakiki dengan syariat Islam; 

b) Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia 

di depan hukum dan pemerintahan; 

c) Tidak memberatkn masyarakat; 

d) Untuk menegakkan keadilan; 

e) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu 

menjauhkan kemudharatan; 

f) Prosedur pembentukannya melalui musyawarah 

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah 

syar’iyah dan siyasah wadh’iyah juga dapat dibedakan dari 

tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar’iyah bertujuan 

megantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat, sementara siyasah wadh’iyah hanya bertujuan 

mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi 

saja. 

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh 

kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang 

zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik 

adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan 

siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama 

bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara 
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yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang 

menciptakan suasana demikian. 

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang 

serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem 

kehidupan seperti ketatanegaraan. 42  Dalam sistem 

ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin 

yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan 

tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak 

bertentangan dengan syari’at Islam yang menyangkut tentang 

prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip 

tersebut bersumber dari al-qur’an dan hadits. Prinsip-prinsip 

tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang 

berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib 

untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan 

selalu meridhai kita. 

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem 

ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan 

bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan 

kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah 

kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman 

mereka.43 

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqih Siyasah 

Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan bidang 

bahasannya, begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah 

adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu 

fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang 

muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk beluk tata 

pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki 
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persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah 

syar’iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh 

berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada 

kajiannya. 

Kajian fiqh siyasah sangatlah kuat dan umum, 

termasuk didalamnya megkaji tentang fiqh siyasah. 

Sementara kajian fiqh siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya 

khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau 

ketatanegaraan dalam perspektif Islam. 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian 

fiqih siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-

undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai 

dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk 

tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Hasbi Ash Shiddieqy meyatakan, objek-objek kajian 

fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala 

urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian 

pentafsiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh 

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu 

mash dari nash-nash yang merupakan syari’ah amah yang 

tetap. 

Dari pandangan-pandangan tersebut memberi 

gambaran bahwa objek bahasan fiqh siyasah secara garis 

besar adalah pengaturan dan perundang-undangan Negara 

sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan 

kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan antara 

penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing 

dalam usaha mencapai tujuan negara.44 

Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan 

dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan 

perihal berikut: 
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a) Hak-hak individu dalam bernegara; 

b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai 

warga negara; 

c) Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara; 

d) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum 

demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan; 

e) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik 

masyarakat dan negara; 

f) Pelaksanaan demokrasi politik; 

g) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan 

h) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.45 

3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut 

Fiqih Siyasah 

Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu 

lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk 

menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip 

pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai dengan 

syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang 

sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara 

pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara 

umum seoranag pemimpin dalam mengemban tugasnya 

senantiasa harus beroriensiasi pada terwujudnya 

kemaslahatan warganya baik secara fisik matrial maupun 

secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan dengan 

Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, 

syara’ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu: 

a. Semua yang megandung madlarat harus dijauhi atau di 

hilangkan 

b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat 

ditempuh pula prinsip-prinsip: 
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1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh 

dengan menempuh madlarat yang sama atau yang lebih 

berat madlaratnya. 

2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh 

ditempuh dengan madlarat yang khusus, atau yang 

lebih ringan, bila tidak ada jalan lain. 

a. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih 

diutamakan daripada sekedar mendatangkan 

kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan. 

b. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala 

yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.46 

Menurut Baqilani, pengetahuan seorang khalifah 

tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon 

penggantinya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk 

mengangkat khalifah. Namun pengangkatan bisa dilakukan 

melalui penunjukan yang disertai perjanjian. Sebagai langkah 

alternatif, khalifah dapat dipilih oleh kelompok yang melepas 

dan mengikat terdiri atas para imam Ahlisunnah, siapapun 

mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama senior. 

Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila 

dilaksanakan hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh 

banyak umat Islam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai 

kepala Negara meurut Mawardi memiliki tujuh syarat berikut 

ini, yaitu: 

a. Adil dengan segala persyaratannya; 

b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di 

dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus 

dipecahkan; 

c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, 

lisannya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya; 
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d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan 

yang dapat mengganggu geraknya; 

e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat 

dan kemaslahatan; 

f.   Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di 

dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh; 

g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash 

dan ijma.47 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

Visi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

Sebagai upaya mendukung pencapain visi dan misi 

pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan sebagai upaya 

mewujudkan arah, peranan dan kewenangan serta Tupoksi 

Dinas, maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, 

yaitu : 

“Terwujudnya Perhubungan, Yang Lancar, Tertib dan 

Aman (Lantera) dalamm mendukung Benggkulu yang 

Bahagia dan Religgius”. 

 

Hal ini pengertian bahwa dengan semua perilaku 

transportasi yang ada bisa disiplin dan mentaati peraturan yang 

berlaku maka akan terwujud lalu lintas yang lancar, tertib, aman 

dan nyaman sehingga kondisi ini akan mendukung peningkatan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu. 

Misi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

Sedangkan misi merupakan pernyataan tentang tujuan 

operasional organisasi dalam mencapai visi, diwujudkan dalam 

produk aksi dan pelayanan sehingga dapat mengikuti 

perkembangan zaman dan menyukseskan pembangunan di 

Kota Bengkulu, maka Dinas Perhubungan melaksanakan Misi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pelayanan, Keselamatan dan Kelancaran 

Perhubungan dalam Kota Bengkulu 

2. Meningkatkan Jaringan Transportasi dalam Kota Bengkulu 

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam 

Kota Bengkulu 
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4. Meningkatkan Penerangan Jalan Umum Dalam Kota 

Bengkulu48 

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan 

kebijakan dan melakukan koordinasi Bidang Perhubungan, 

sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diserahkan 

(desentralisasi) dan yang diperbantukan Kepala Daerah Kota 

Bengkulu, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 

yang berlaku.49 

2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu memiliki fungsi dan 

kewenangan sebagai berikut :50 

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang 

perhubungan. 

b. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang 

perhubungan. 

c. Penganalisaan dan pengawasan dampak lalu lintas. 

d. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perhubungan 

e. Pelaksanaan pelayanan urusan perhubungan. 

f.   Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. 

g. Pengawasan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 

di bidang perhubungan 

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

perhubungan 

i.   Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan dan 
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j.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu adalah 

unsur penunjang Pemerintah Kota Bengkulu di Bidang 

Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu melalui 

Sekretaris Daerah. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perhubungan 

Kota Bengkulu sebagai berikut 

Adapun tugas pokok yang diemban oleh Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu adalah sebagai berikut : 

I.  Kepala Dinas Perhubungan 

a. Tugas dan Fungsi: Membantu Walikota 

Bengkulu dalam melaksanakan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di bidang Perhubungan di Kota 

Bengkulu. 

b. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di 

Bidang Perhubungan. 

c. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas di 

bidang perhubungan. 

d. Penganalisaan dan Pengawasan Dampak Lalu 

Lintas. 

e. Pelaksanaan Penegakkan Hukum di Bidang 

Perhubungan. 

f. Pelaksanaan Pelayanan Urusan Perhubungan. 

g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

h. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Tugas di Bidang Perhubungan. 
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i. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di 

Bidang Perhubungan. 

j. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan. 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota 

sesuai tugas dan fungsinya. 

II.  Sekretaris 

Tugas: 

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program dinas 

perhubungan. 

b. Pemahaman Perundang-Undangan yang berlaku 

sesuai dengan bidang tugas. 

c. Pengendalian surat masuk dan surat keluar serta 

konsep surat dari bidang-bidang UPTD. 

d. Pengaturan, pemeliharaan dan pengamanan 

inventaris kantor 

e. Penyusunan rencana keperluan peralatan dan 

perlengkapan kantor berdasrkan kebutuhan 

sekretariat bidang-bidang serta UPTD. 

f. Pelaksanaan Koordinasi pada Dinas atau Instansi 

terkait. 

g. Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum. 

h. Penyusunan dan Penyampaian laporan pelaksanaan 

tugas sekretariat. 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(1) Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana, program dan 

kegiatan Sub Penyusunan 

Program dan Keuangan Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu 

sesuai ketentuan yang berlaku 
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agar pelaksanaan kegiatan lebih 

terarah dan berjalan lancar. 

b. mempelajari ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku sesuai dengan bidang 

tugas sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

c. menyusun rencana kegiatan 

bulanan, triwulan dan tahunan 

serta usulan perubahan dan 

penyesuaian anggaran sesuai 

ketentuan yang berlaku agar lebih 

terarah dan terukur. 

d. menyusun kegiatan operasional 

sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk menerapkan kebijakan 

operasional dalam program 

pelaksanaan penyusunan program 

dan anggaran. 

e. melaksanakan pengumpulan dan 

pengolahan data, evaluasi dan 

penyusunan laporan bulanan, 

triwulan, tahunan dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan Dinas Perhubungan Kota 

Bengkulu. 

f. melaksanakan pengelolaan 

keuangan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan 

penatausahaan, pelaporan, 
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pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar 

pengelolaan keuangan berjalan 

tertib dan lancar. 

g. melaksanakan pengolahan gaji, 

tunjangan, uang lembur, dan 

taspen pegawai sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang 

berlaku untuk kelancaran 

penerima gaji, tunjangan, uang 

lembur dan taspen Pegawai. 

h. melakukan perhitungan, 

penagihan, penyetoran PPn/PPh 

sesuai ketentuan yang berlaku 

agar penyetoran PPn/PPh dapat 

dilaksanakan tepat pada 

waktunya. 

i. melayani pemeriksaan keuangan 

Dinas Perhubungan Kota 

Bengkulu oleh aparatur pengawas 

fungsional sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pemeriksaan berjalan 

lancar. 

j. melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan Kegiatan 

Sub Bagian Penyusunan Program 

dan Keuangan sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan 

tugas lebih berkualitas. 

k. menyiapkan bahan koordinasi 

dengan unit kerja/instansi terkait 
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sesuai ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan koordinasi 

berjalan lancar. 

l. menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Penyusunan Program dan 

Keuangan sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan 

pertanggungjawaban kepada 

atasan. 

m. melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana, program dan 

kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih 

terarah dan berjalan lancar. 

b. mempelajari ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

sesuai dengan bidang tugas sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan. 

c. mengelola ketatausahaan naskah dinas 

meliputi penerimaan, pendistribusian, 

ekspedisi, pengagendaan, 

pengadministrasian, pengarsipan, 

inventaris barang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku untuk menunjang 

tertib administrasi. 

d. mengelola urusan rumah tangga Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu meliputi 
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keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, 

ketertiban, kenyamanan, tata ruang, 

pemeliharaan barang sesuai ketentuan 

yang berlaku agar pelaksanaan urusan 

rumah tangga berjalan baik. 

e. mengolah data/informasi/statistik yang 

berkaitan dengan Dinas Perhubungan 

Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan urusan 

penyiapan data/informasi/statistik 

berjalan baik. 

f. mengelola urusan kepegawaian Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu meliputi: 

1) melaksanakan penatausahaan administrasi pegawai. 

2) mengelola pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji 

berkala, sumpah pegawai, ujian dinas, promosi, 

mutasi, penghargaan, pemberhentian, pensiun. 

3) pembuatan kartu Taspen, Karpeg, Karis, Karsu. 

4) membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Sasaran Kerja 

Pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. 

g. mengolah daftar hadir pegawai sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk melihat 

tingkat kehadiran dan disiplin pegawai. 

h. melaksanakan pengelolaan inventaris 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

meliputi penerimaan, pencatatan, 

pembukuan, pemasukan data kedalam 

sistem informasi barang, pencantuman 

kode barang, pemasangan Kartu 

Inventaris ruangan dan mengusulkan 

penghapusan inventaris barang sesuai 
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ketentuan yang berlaku untuk tertib 

administrasi barang. 

i. melakukan penatausahaan setiap keluar 

masuk barang sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk mengontrol jumlah barang 

yang masuk maupun keluar. 

j. melakukan pemeliharaan dan perawatan 

barang inventaris sesuai ketentuan yang 

berlaku agar barang tetap terawat dengan 

baik. 

k. melakukan penelitian secara fisik 

terhadap status barang inventaris dan 

perubahan status barang inventaris sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk melihat 

kelayakan kondisi barang. 

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan tugas lebih 

berkualitas. 

m. menyiapkan bahan koordinasi dengan 

unit kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan 

koordinasi berjalan lancar. 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan 

tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai pertanggungjawaban 

kepada atasan. 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan 

oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan 

lancar. 
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III. Bidang Pengendalian Operasional dan Transportasi 

a. Bidang Pengendalian Operasional dan 

Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang bertugas melaksanakan 

Pengendalian Operasional dan Transportasi di 

bidang Perhubungan. 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada angka 1, Bidang Pengendalian 

Operasional dan Transportasi mempunyai 

tugas fungsi: 

1) penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang 

pengendalian operasional dan transportasi. 

2) pemahaman peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

3) pelaksanaan kegiatan pemilihan awak kendaraan 

umum teladan. 

4) pelaksanaan, intensifikasi potensi pendapatan asli 

daerah bidang pengendalian operasional dan 

transportasi darat dan laut. 

5) pelaksanaan pembinaan terhadap asosiasi bidang 

pengendalian operasional dan transportasi darat dan 

laut. 

6) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan lalu 

lintas dan angkutan jalan, lalu lintas sungai, danau, 

dan penyeberangan. 

7) pelaksanaan terhadap proses dan prosedur 

penertiban perizinan pada bidang pengendalian 

operasional dan transportasi. 

8) monitoring dan evaluasi pengawasan terhadap proses 

dan prosedur penertiban perizinan pada bidang 

pengendalian operasional dan transportasi. 

9) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi 

terkait. 
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10) penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan 

tugas bidang pengendalian operasional dan 

transportasi 

11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 

c. Bidang Pengendalian Operasional dan 

Transportasi terdiri atas: 

1) Seksi Pengendalian dan 

Operasional. 

2) Seksi Transportasi Darat. 

3) Seksi Transportasi Laut. 

d. Seksi Pengendalian dan Operasioanal 

mempunyai tugas: 

1) menyusun rencana, 

program dan kegiatan Seksi 

Pengendalian dan 

Operasional sesuai dengan 

aturan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan lebih 

terarah dan berjalan lancar. 

2) mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku sesuai dengan 

bidang tugas sebagai 

pedoman pelaksanaan 

kegiatan. 

3) mengendalikan dan 

mengawasi operasional 

terhadap penggunaan jalan 

selain untuk kepentingan 

lalu lintas di jalan Kota 
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sesuai ketentuan yang 

berlaku agar lebih tertib. 

4) memberikan rekomendasi 

lembaga pendidikan dan 

latihan pengemudi sesuai 

ketentuan yang berlaku 

agar lebih tertib. 

5) menyelenggarakan 

pencegahan dan 

penanggulangan kecelakaan 

lalu lintas di jalan Kota 

sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pengguna jalan 

lebih tertib. 

6) melaporkan kecelakaan lalu 

lintas dan atau yang 

menjadi isu kota sesuai 

ketentuan yang berlaku 

untuk di tindak lanjuti agar 

data kecelakaan lalu lintas 

terinventarisasi. 

7) memeriksa kendaraan di 

jalan raya sesuai 

kewenangannya untuk 

menjaga tertib lalu lintas. 

8) melaksanakan penyidikan 

pelanggaran undang-

undang tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan serta 

Peraturan Daerah Kota 

Bengkulu bidang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

sesuai kewenangannya 
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untuk meningkatkan tertib 

lalu lintas. 

9) melaksanakan tugas 

bantuan pengaturan dan 

pengamanan di jalan tertib 

lalu lintas. 

10) menyiapkan bahan 

koordinasi unit 

kerja/instansi terkait sesuai 

ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan kegiatan 

berjalan lancar. 

11) menyusun dan 

menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas seksi 

operasional dan anggkutan 

sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai 

pertanggung jawaban 

kepada atasan. 

12) melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang 

tugasnya agar pelaksanaan 

kegiatan berjalan lancar. 

 

e. Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas: 

1) menyusun rencana, 

program dan kegiatan Seksi 

Transportasi Darat sesuai 

dengan aturan yang berlaku 

agar pelaksana kegiatan 
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lebih terarah dan berjalan 

lancar. 

2) mempelajari ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

sesuai dengan bidang tugas 

sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

3) menyusun jaringan trayek 

dan kebutuhan kendaraan 

untuk kebutuhan angkutan 

diwilayah pelayanannya 

dalam kota sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

agar pelayanan berjalan 

lancar. 

4) menyiapkan wilayah 

operasi dan kebutuhan 

kendaraan untuk angkutan 

orang yang wilayah 

pelayanannya dalam Kota 

sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku agar 

pelayanan berjalan lancar. 

5) memproses izin trayek, izin 

operasi angkutan orang, 

tarif penumpang kelas 

ekonomi angkutan dalam 

kota sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran 

pelayanan. 
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6) memproses izin insidentil 

angkutan orang dan barang 

sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk 

kelancaran pelayanan. 

7) memproses izin angkutan 

orang kendaraan tidak 

bermotor sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran 

pelayanan. 

8) memproses  rekomendasi  

operasi  kegiatan  angkutan 

barang khusus sesuai 

ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran 

pelayanan. 

9) memproses izin usaha 

angkutan barang, serta 

mengatur dan menentukan 

bongkar muat barang dalam 

wilayah Kota sesuai 

ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran 

pelayanan. 

10) menyiapkan bahan 

koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai 

dengan bidang tugas agar 

pelaksanaan tugas berjalan 

lancar. 

11) menyiapkan bahan 

koordinasi dengan Unit 
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Kerja/Instansi terkait sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan 

berjalan lancar. 

12) menyusun dan 

menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas Seksi 

Transportasi Darat sesuai 

ketentuan yang berlaku 

sebagai pertanggung 

jawaban pelaksanaan 

kegiatan kepada atasan. 

13) melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang 

tugasnya agar pelaksanaan 

tugas berjalan. 

f. Seksi Transportasi Laut mempunyai tugas: 

1) menyusunan rencana, 

program dan kegiatan Seksi 

Transportasi Laut sesuai 

ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan kegiatan 

lebih terarah dan berjalan 

lancar. 

2) menghimpun dan 

mempelajari ketentuan 

peraturan perundang- 

undangan yang berlaku 

sesuai bidang tugas Seksi 

Transportasi Laut sebagai 

pedoman pelaksanaan 

kegiatan. 
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3) menetapkan rencana induk 

dan Daerah Lingkungan 

Kerja atau Daerah 

Lingkungan Kepentingan 

pelabuhan pengumpan 

lokal sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran 

pelayanan. 

4) menetapkan  rencana  induk  

dan  Daerah   Lingkungan 

Kerja atau Daerah 

Lingkungan Kepentingan 

untuk pelabuhan sungai 

dan danau sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk 

kelancaran pelayanan. 

5) memberikan rekomendasi 

penerbitan izin usaha 

sebagai berikut: 

a) angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili 

dalam Daerah kota dan beroperasi pada lintas 

pelabuhan di Daerah kota. 

b) usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang 

perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan 

yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam 

Daerah kota. 

c) usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan 

danau sesuai dengan domisili orang perseorangan 

warga negara Indonesia atau badan usaha. 

d) trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan 

danau untuk kapal yang melayani trayek dalam 

Daerah kota. 

e) izin usaha penyelenggaraan angkutan 
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f) penyeberangan sesuai dengan domisili badan 

usaha. 

g) usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan 

kapal. 

h) memberikan rekomendasi penerbitan izin 

pembangunan dan pengoperasian pelabuhan 

pengumpan lokal. 

i) pembangunan dan pengoperasian pelabuhan 

sungai dan danau. 

j) usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan 

pengumpul lokal. 

k) pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan 

pengumpan lokal 

l) pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk 

pelabuhan pengum 

m) pekerjaan pengerukan di wilayah perairan 

pelabuhan pengumpan lokal. 

n) reklamasi di wilayah perairan pelabuhan 

pengumpan lokal. 

o) izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan 

Sendiri di dalam Daerah Lingkungan 

Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan 

pengumpan lokal. 

p) sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

penerbitan izin 

q) menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan 

pengoperasian kapal dalam daerah kota sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 

pelayanan. 

r) menetapkan tarif angkutan penyeberangan 

penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta 

muatannya pada lintas penyeberangan dalam 
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daerah Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelayanan. 

s) menyiapkan bahan koordinasi dengan Unit 

Kerja/Instansi terkait sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan berjalan lancar. 

t) menyusun dan menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas Seksi Transportasi Laut sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung 

jawaban kepada atasan. 

u) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. 

IV. Bidang Sarana dan Prasarasana Perhubungan 

a. Bidang Sarana dan Prasarana perhubungan dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas 

melaksanakan penyiapan, Sarana dan Prasarana 

perhubungan di bidang Perhubungan. 

b. Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 , Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang 

sarana dan prasarana perhubungan. 

b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-

undangan yang sesuai bidang tugasnya. 

c. penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

bidang sarana dan prasarana. 

d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana 

perhubungan. 

e. pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana 

perhubungan. 

f. pelaksanaan pengadaan dan perawatan 

perlengkapan. 
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g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan 

terhadap proses dan prosedur pengadaan sarana dan 

prasarana perhubungan serta perlengkapan jalan. 

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi 

terkait. 

i. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan 

tugas bidang sarana dan prasarana perhubungan. 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Sarana dan Prasarana perhubungan terdiri atas: 

1. Seksi Penerangan Jalan. 

2. Seksi Perlengkapan Jalan. 

3. Seksi Pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 

d. Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas: 

1.menyusun rencana/program kegiatan 

seksi Penerangan Jalan sesuai dengan 

aturan yangberlaku agar pelaksanaan 

kegiatan lebih terarah dan berjalan 

lancar. 

2.mempelajari ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

sesuai bidang tugas seksi penerangan 

jalan sebagai pedoman pelaksana 

kegiatan. 

3.melaksanakan survey dan pendataan 

terhadap lampu penerangan jalan umum 

dan lampu hias sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelayanan. 

4.menyelenggarakan pengadaan lampu 

penerangan jalan umum dan lampu hias 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran pelayanan. 
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5.menyelenggarakan pengadaan suku 

cadang lampu penerangan jalan umum 

dan lampu hias sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelayanan. 

6.melaksanakan pemasangan dan 

pembangunan lampu penerangan jalan 

umum dan lampu hias sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk kelancaran 

pelayanan. 

7.melaksanakan pemeliharaan/perawatan 

lampu penerangan jalan umum dan 

lampu hias sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelayanan. 

8.melaksanakan pengawasan/monitoring 

lampu penerangan jalan umum dan 

lampu hias sesuai ketentuan yang 

berlaku untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

9.menyiapkan bahan kordinasi dengan 

unit kerja/instansi terkait sesuai dengan 

bidang tugas sesuai ketentuan agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

10. menyusun dan menyampaikan 

laporan hasil pelaksanaan tugas seksi 

penerangan jalan sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan pertanggung 

jawaban pelaksana kegiatan. 

11. melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya agar pelaksanaan 

kegiatan berjalan lancar. 

e. Seksi perlengkapan jalan mempunyai tugas: 
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1. menyusun rencana, program dan kegiatan seksi 

Perlengkapan Jalan sesuai dengan aturan yang 

berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai bidang tugas seksi 

perlengkapan jalan sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan. melaksanakan survey dan pendataan 

terhadap perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan pengadaan perlengkapan jalan. 

3. menyusun daftar kebutuhan perlengkapan jalan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih efektif 

dalam pengadaan perlengkapan jalan. 

4. menyelenggarakan pengadaan dan pemasangan serta 

perawatan rambu lalu lintas, marka jalan, guard rail, 

deliniator, paku marka, cermin tikungan dan rambu 

pendahulu penunjuk jurusan sesuai ketentuan yang 

berlaku agar tertib lalu lintas. 

5. menetapkan titik pemasangan perlengkapan jalan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib lalu lintas. 

6. melaksanakan pengadaan dan pemasangan 

perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku 

agar tepat fungsi, efektif dan efisien. 

7. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

8. menyusun dan menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan tugas seksi perlengkapan jalan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan kepada atasan. 

9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan 

tugas berjalan lancar. 
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f. Seksi Pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 

mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana, program kegiatan seksi 

pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sesuai dengan bidang tugas seksi 

pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 

c. melaksanakan survey dan pendataan terhadap Alat 

Pemberi Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan pengendalian Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas. 

d. melaksanakan pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu 

Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan kewaspadaan berlalulintas pada 

persimpangan jalan. 

e. melaksanakan pengadaan suku cadang Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mempercepat penggantian Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas yang rusak. 

f. melaksanakan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu 

Lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

meningkatkan kewaspadaan berlalulintas. 

g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkat kualitas Alat Pemberi Isyarat Lalu 

Lintas. 

h. melaksanakan pengawasan/monitoring Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk meningkatkan kewaspadaan berlalulintas. 

i. melaksanakan evaluasi waktu siklus Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk mencegah kekacauan lalu lintas. 
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j. menyiapkan bahan kordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dan 

ketentuan pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan tugas seksi Pengendalian Alat Pemberi 

Isyarat Lalu Lintas sesuai ketentuan yang berlaku 

sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksana 

kegiatan. 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan 

tugas berjalan lancar. 

V. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 

a. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Manajemen 

Rekayasa Lalu Lintas dibidang Perhubungan. 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada angka 1, Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 

mempunyai Fungsi: 

 

1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang 

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. 

2. pemahaman peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. 

3. pengawasan rencana kerja Seksi Analisis Dampak 

Lalu Lintas, Seksi Keselamatan Transportasi dan Seksi 

Rekayasa Lalu Lintas. 

4. pemberian Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas dan 

Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas serta 

Investigasi Keselamatan Lalu Lintas. 

5. penyelenggaraan Kegiatan Wahana Tata Nugraha. 

6. pemberian rekomendasi teknis pemasangan titik 

Baliho/Reklame. 



64 
 

7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan 

bidang manajemen rekayasa lalu lintas. 

8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi 

terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 

9. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan 

tugas bidang manajemen rekayasa lalu lintas. 

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terdiri atas: 

1. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas. 

2. Seksi Keselamatan Transportasi. 

3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas. 

d. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi 

Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai yang berlaku 

agar pelaksaan kegiatan lebih terarah dan berjalan 

lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas 

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas. 

3. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas jalan 

dalam kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

kelancaran dan keamanan berlalulintas. 

4. memberikan teguran terhadap bangunan wajib 

Analisis Dampak Lalu Lintas yang berdiri sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk ketertiban dan 

keamanan lalulintas. 

5. memberikan pembinaan terhadap bangunan wajib 

Analisis Dampak Lalu Lintas yang berdiri sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk ketertiban dan 

keamanan lalulintas. 
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6. memantau dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga 

kualitas dokumen. 

7. melaksanakan monitoring di lapangan terhadap 

kegiatan yang membutuhkan analisis dampak lalu 

lintas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga 

keamanan lalu lintas. 

8. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksana 

tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan kegiatan. 

9. menyiapkan bahan koordinasi dengan Unit 

Kerja/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar pelaksana koordinasi berjalan lancar. 

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan 

tugas berjalan lancar. 

 

e. Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi 

Keselamatan Transportasi sesuai ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan 

berjalan lancar. 

2. mempelajari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas 

Seksi Keselamatan Transportasi sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan. 

3. melaksanakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. 

4. melaksanakan Investigasi Keselamatan Lalu Lintas 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

keselamatan berlalulintas. 
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5. melaksanakan kegiatan Wahana Tata Nugraha sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan 

ketertiban berlalulintas. 

6. melakasanakan survey permukaan jalan dan tikungan 

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

pelaksanaan kegiatan. 

7. melaksanakan survey daerah rawan kecelakaan, 

rawan longsor dan rawan macet sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan. 

8. melaksanakan pendataan kecelakaan lalu lintas sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi 

keamanan lalu lintas. 

9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Keselamatan Transportasi sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk keamanan lalu lintas. 

10. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas Seksi Keselamatan Transportasi sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung 

jawaban. 

11. menyiapkan bahan kordinasi dengan unit 

kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar pelaksanaan berjalan lancar. 

12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan 

tugas berjalan lancar. 

 

f. Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi 

Rekayasa Lalu Lintas Sesuai aturan yang berlaku agar 

pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan 

lancar. 
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b. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan 

bidang tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas. 

c. melaksanakan survey lapangan bersama tim 

pengawas baliho/reklame sesuai ketentuan yang 

berlaku sebagai bahan perencanaan pemasangan 

baliho/reklame. 

d. melaksana survey terhadap median jalan yang akan 

di buka atau di tutup sesuai ketentuan yang berlaku 

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. 

e. menyelenggarakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 

sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjaga 

kelancaran lalu lintas. 

f. menentapkan titik pemasangan baliho/reklame dan 

melaksanakan pemasangan baliho/reklame sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketertiban 

dan estetika kota. 

g. menyiapkan rekomendasi teknis pemasangan 

baliho/reklame sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat. 

h. memantau kawasan Tertib Lalu Lintas sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk menjaga ketertiban 

berlalulintas. 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk keamanan lalu lintas. 

j. terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

agar pelaksanaan berjalan lancar. 

k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban. 
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l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan 

tugas berjalan lancar. 

 

VI. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi perhubungan sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan. 

b. Pelaksanaan   uraian  tugas   masing-masing  

kelompok   jabatan fungsional sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang -undangan 

yang berlaku.51 

C. Struktur Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

 

  

                                                           
51

 Renstra Dinas Perhubungan …, h 47 

Struktur Organisasi 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi 

Terminal Di Kota Bengkulu 

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, peneliti 

dapat melihat kondisi Terminal di Kota Bengkulu yang sudah 

tidak terawat dengan berbagai sarana dan prasarana yang sudah 

rusak, selain itu dengan tidak masuk nya angkutan umum ke 

dalam terminal maka pengambilan retribusi terminal pun 

dilakukan di bahu-bahu jalan yang mana akan sangat beresiko 

sekali bagi para petugas pengambil retribusi tersebut. Dengan 

tidak masuknya sopir angkutan umum ke dalam terminal dan 

pengambilan retribusi di bahu-bahu jalan pun dirasa kurang 

efektif dikarenakan banyaknya sopir angkutan umum yang tidak 

membayar retribusi tersebut sehingga realisasi pendapatan 

untuk retribusi terminal pun tidak mencapai target yang 

dtetapkan. Maka dari itu untuk melihat bagaimana peran Dinas 

Perhubungan dalam optimalisas fungsi Terminal di Kota 

Bengkulu, peneliti menggunakan tiga indikator yang pertama 

Perumus Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan 

dan pelaksana, ketiga Peran Sektor Publik 

Pertama, salah satu dimensi dalam organisasi sektor 

publik yang berperan untuk menetapkan segala aturan yang 

berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan 

maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Dinas 

perhubungan Kota Bengkulu memiliki peran sebagai perumus 

kebjakan dan pelaksana kebijakan di bidang perhubungan. Pada 

indikator ini merupakan penerapan salah satu fungsi manajemen 

yaitu pada fungsi perencanaan (planning) dimana pada tahap ini 

merupakan suatu tahapan yang sangat penting bagi 

keberlangsungan organisasi karena berkaitan erat dengan 

penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi. 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memiliki beberapa program 
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yang berkaitan dengan pengembalian fungsi Terminal di Kota 

Bengkulu dan penetapan program-program kerja oleh Dinas 

Perhubungan merupakan upaya mendasar untuk 

mengembalikan fungsi Terminal di Kota Bengkulu agar menjadi 

optimal kembali sesuai dengan fungsi terminal yang seharusnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Agus Syahruzah selaku Kepala 

UPTD Terminal sebagai berikut: 

“Ada tiga program utama yang dijalankan oleh dinas 

perhubungan Kota Bengkulu, yang pertama penguatan 

status terminal, kedua penguatan pengawasan dan 

pengendalian, ketiga perehaban terminal dengan bekerja 

sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP, dan 

Kecamatan. Kita akan rapihkan terminal tersebut, karena 

ada beberapa bangunan yang tidak semestinya kesannya 

kumuh dan dijadikan tempat portitusi.”52 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu memiliki tiga program 

utama yaitu penguatan status Terminal di Kota Bengkulu. 

Kedua, Terminal di Kota Bengkulu akan diberdayakan pada 

tahun 2022 dan mereka bekerjasama dengan bidang pengawasan 

dan pengendalian (wasdal) untuk menggiring angkutan umum 

agar mau memasuki Terminal di Kota Bengkulu selain itu 

kerjasama dengan pihak Kepolisian, Satpol PP dan pihak 

Kecamatan dilakukan agar terlakasananya program dengan baik. 

Ketiga, Terminal di Kota Bengkulu akan di rehabilitasi agar 

dapat digunakan sebagai mestinya dengan cara merapihkan dan 

merenovasi terminal tersebut. Hal serupa pun disampaikan oleh 

Redo Amrullah selaku KTU. UPTD Terminal di Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu dalam wawancara sebagai berikut: 

                                                           
52

 Wawancara Agus Syahruzah selaku Kepala UPTD Terminal pada 06 Juni 

2022 
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“Dalam penguatan fungsi terminal ini masih terkendala 

dikarenakan banyak terminal yang sudah ahli fungsi, 

diantaranya terminal sungai hitam sudah menjadi ahli 

fungsi bagunan dinas perhubungan kota bengkulu, 

kemudian terminal betungan menjadi ahli fungsi kantor 

PU dan terminal air sebakul di ambil ahli oleh pusat.”53 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui tiga 

program yang disebutkan dalam wawancara di atas dengan 

tujuan terciptanya terminal yang representatif baik sarana, 

prasarana maupun pelayanannya. Selain itu juga terdapat 

ketidakjelasan mengenai Terminal di Kota Bengkulu menjadi 

kendala mereka dalam membuat kebijakan terkait dengan 

terminal. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Agus Syahruzah 

selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal 

dalam wawancara berikut ini: 

“Kejelasan terminal di Kota Bengkulu ini masih belum 

jelas dikarenakan semua fungsi terminal sudah berahli 

fungsi, melai dari perkantoran sampai ke pasar, oleh 

sebab itu kamis sebagai UPTD Terminal bingung akan 

fungsi dan tugas kami.”54 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

Terminal di Kota Bengkulu masih belum jelas fungsinya, oleh 

karena itu Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan upaya 

pengajuan surat keputusan (SK) kepada Walikota Bengkulu  

agar terminal di kota bengkulu menjadi jelas fungsinya. 

Kedua, penerapan dan pelaksana, peran organisasi publik 

dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah 

ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana 

sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas 
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 Wawancara Redo Amrullah selaku KTU. UPTD Terminal pada 06 Juni 2022 
54

 Wawancara Agus Syahruzah selaku Kepala UPTD Terminal pada 06 Juni 

2022 
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pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukan 

masyarakat. Implikasinya sektor publik diberikan kewenangan 

untuk penegakan hukum dalam kaitannya menjamin 

ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Selain itu sebagai penerapan pada fungsi 

manajemen yaitu fungsi pelaksanaan (actuating). Dengan 

adannya fungsi ini diupayakan agar apa yang telah dibuat dalam 

sebuah proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan apa 

yang diinginkan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan 

secara optimal sehingga dapat mewujudkan tujuan dari sebuah 

organisasi. Penegakan hukum pun dapat dilakukan jika terdapat 

hal yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku demi 

tercapainya program dan tujuan dari sektor publik. Hal serupa 

juga juga telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Bengkulu dalam upayanya mengoptimalkan kembali fungsi 

Terminal di Kota Bengkulu dengan upaya melakukan 

penertiban-penertiban. Ini disampaikan oleh Yonhadi Syahputra 

selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada wawancara 

sebagai berikut: 

“Pemungsian terminal sudah sering kita lakukan akan 

tetapi banyak kendala yang dihadapi, diantarnya: 

pelanggan enggan menaiki anggkot di terminal karena 

jauh dan lebih memilih transportasi online yang lebih 

mudah aksesnya, kemudia permasalahan lainnya adalah 

keadaan terminal yang tidak memungkinkan para sopir 

untuk masuk dikarenkan tidak ada penumpang dan 

terminal sudah menjadi pasar.”55 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

upaya pemungsian terminal sudah dilakukan Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu melakukan berbagai daya dan 
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 Wawancara Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

pada 06 Juni 2022 
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upaya  agar angkutan umum yang berhenti dan menunggu 

penumpang harus berhenti dan menunggu di terminal. Namun 

karena kondisi terminal yang kurang baik kondisinya serta letak 

terminal yang tidak strategis, maka penertiban tersebut pun 

dihentikan. Hal senada pun di ungkapkan oleh Agus Syahruzah 

Selaku Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Terminal dalam 

wawancara berikut ini: 

“Sampai saat ini tahun 2022 belum ada penertiban lagi. 

Pernah ada kayanya terakhir tahun 2021, cuma itu 

kendalanya yang dihadapi.”56 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh anton sebagai Sopir 

Angkutan Umum yang mengatakan bahwa: 

“Tidak ada kalau penertiban masuk terminal, sudah lama 

sekali, trayek juga masih ada yang dari sungai hitam, 

kalau tanya soal terminal sudah lama tidak berfungsi.”57 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa 

penertiban angkutan umum agar memasuki Terminal di 

Bengkulu terakhir dilakukan pada tahun 2021 dan pada tahun 

selanjutnya itu belum ada penertiban kembali yang dilakukan 

oleh Dinas Perhubungan. Tidak adanya penertiban oleh Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu dikarenakan tidak adanya  

anggaran untuk melakukan program tersebut. Namun dinas 

perhubungan Kota Bengkulu tetap melakukan penertiban 

namun dalam konteks bukan penertiban agar angkutan umum 

memasuki Terminal, namun penertiban dilakukan untuk 

mengecek kelayakan dari angkutan umum tersebut, uji kir, serta 

kelayakan sopir angkutan umum yang dilakukan bersama 

kepolisian hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 
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 Wawancara Agus Syahruzah Selaku Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD) 

Terminal pada 06 Juni 2022 
57

 Wawancara anton selaku sopir angkot pada 07 Juni 2022 
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Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

berbunyi setiap penindakan harus melibatkan pihak kepolisian. 

Selain itu penertiban dalam konteks menggiring sopir angkutan 

umum agar memasuki Terminal akan dilakukan ketika Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu sudah menerbitkan Surat 

Keputusan (SK) mengenai penindakan yang akan mengarah ke 

Terminal. Kemudian permasalahan selanjutnya ialah belum 

adanya peraturan walikota bengkulu mengenai penyelenggaraan 

perhubungan, hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknya 

terminal yang ada di kota bengkulu yang tidak di fungsikan 

sebagaimana layaknya. 

Selain peraturan walikota bengkulu yang tidak ada 

mengenai penyelenggaran perhubungan, permasalahan lainyang 

timbul ialah adanya terminal bayangan  dibeberapa titik 

keramian yang menjadi tempat berhenti sopir angukatan umum 

untuk menaikturunkan penumpang. Hal tersebut dibenarkan 

oleh Agus Syahruzah selaku kepala UPTD Terminal di Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu Sebagai berikut: 

“Adanya terminal bayangan karena mereka tidak 

memiliki fasilitas untuk berhenti atau parkir memang itu 

sebuah pelanggaran. Saat ini kita tidak bisa menyalahkan 

siapa-siapa tapi yang jelas Dishub berupaya melakukan 

yang terbaik dengan program-program yang sudah saya 

jelaskan tadi.”58 

 

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan anton selaku Sopir 

Angkutan Umum yang menyatakan bahwa: 

“Kita ngetem disini karena tidak masuk terminal, disana 

tidak ada penumpang. Tidak pernah ada penertiban buat 

masuk terminal juga. Kalau penertiban paling juga razia 

itu sama polisi masalah surat-surat aja.”59 
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 Wawancara Agus Syahruzah selaku kepala UPTD Terminal pada 06 Juni 2022 
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 Wawancara anton selaku supir angkot pada 07 Juni 2022 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut kita dapat 

mengetahui bahwa alasan sopir angkutan tidak memasuki 

terminal dan berhenti di terminal bayangan adalah karena tidak 

adanya fasilitas yang mendukung dan menunjang untuk 

melakukan kegiatan transportasi. Selain itu tidak adanya  

keberadaan penumpang menjadi alasan kuat untuk sopir 

angkutan umum tidak memasuki terminal dan memilih untuk 

berhenti dan menunggu penumpang di terminal bayangan dan 

hampir rata-rata angkutan umum trayek  yang mengarah ke 

Terminal berhenti diterminal bayangan tersebut. 

Selain dengan penertiban dan penindakan oleh Dinas 

Perhubungan, tindakan untuk mendukung pengembalian fungsi 

terminal adalah dengan sosialisasi mengenai adanya Terminal 

oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Hal  ini  juga  

disampaikan  oleh Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum 

dan Kepegawaian dalam wawancara berikut ini: 

“Sosialisasi sudah dilaksankan bahwa semuanya sudah 

diberitahu kepada sopir-sopir yang ada di tepi jalan itu 

untuk masuk ke dalam terminal. Alasan supir itu alasan 

supir pertama disini penumpang nya tidak ada, timbul 

kemacetan, akses jalan jalurnya minimal ada lintasan lain, 

paling tidak jangan sampe mengganggu masyarakat.”60 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa Dinas Perhubungan Kota Bengkulu pernah melakukan 

sosialisasi Terminal kepada sopir angkutan umum agar 

memasuki terminal, namun sopir angkutan memiliki alasan-

alasan terkait mengapa mereka tidak memsauki Terminal. Tidak 

adanya penumpang, timbulnya kemacetan terutama pada pagi 

dan sore hari dikarenakan banyaknya masyarakat serta lokasi 
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 Wawancara Yonhadi Syahputra selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

pada 06 Juni 2022 
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terminal yang berada disamping pasar menyebabkan para sopir 

angkutan enggan memasuki terminal. Selain alasan tersebut, 

kondisi fisik terminal yang sudah tidak memadaipun menjadi 

alasan sopir angkutan untuk tidak memasuki terminal karena 

tidak adanya pelayanan yang memadai dari pihak Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu. Sosialisasi mengenai terminal 

yang dilakukan pada tahun 2019. 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu berupaya untuk 

mengembalikan fungsi Terminal menjadi optimal kembali 

dengan cara merencanakan program-program yang terpusat 

pada tahun 2019 yang salah satunya adalah dengan 

merehabilitasi Terminal agar kondisinya jauh lebih baik dari 

pada sekarang. Dalam upayanya tersebut Dinas Perhubungan 

melakukan dialog dengan berbagai pihak terutama dengan 

pihak ORGANDA Kota Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh 

Yonhadi Syahputra Selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam wawancara sebagai 

berikut: 

“Kami sudah ada dialog dengan organda bahwa kami 

akan mengoptimakan pengoperasian terminal. Mengenai 

penetapan dan renovasi kita samapaikan kepada organda, 

sudah disampaikan secara umum, tapi pada saat nya 

nanti kita akan mengoperasikan terminal tentunya para 

pengusaha angkutan organda stakeholder yang ada 

bahkan sopir yang ada kita sampaikan kita akan 

mengelola terminal harus ada sosialaisasi kalau sekarang 

kita baru hanya berdialog berdiskusi dan organda sendiri 

pun setuju.”61 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa Dinas Perhubungan Kota Bengkulu sudah melakukan 
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dialog dengan pihak ORGANDA mengenai rencana 

pengoptimalisasian terminal. Rencana renovasi terminal pun 

sudah disampaikan kepada ORGANDA dan pihak terkait, 

namun belum di sampaikan secara luas artinya pihak seperti 

pemilik angkutan umum, sopir, dan masyarakat belum 

mengetahui mengenai rencana pembangunan kembali Terminal 

yang ada di Kota Bengkulu. Dan dalam dialog itu diketahui 

bahwasannya pihak ORGANDA Kota Bengkulu setuju mengenai 

pembangunan kembali Terminal. 

Ketiga, peran sektor publik adalah ikut 

mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang 

dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak 

merugikan masyarakat. Selain itu peran sektor publik 

merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen yaitu 

fungsi pengawasan (controlling) yang dimaksudkan untuk 

mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan dan program 

pengoptimalisasian Terminal di Kota Bengkulu berjalan sesuai 

dengan rencana. Hal ini juga menyangkut tentang penentuan 

standar dengan membandingkan antara kenyataan dengan 

standar yang sebelumnya dibuat, bahkan bila perlu mengadakan 

evaluasi mengenai program-program yang sudah dilaksanakan 

agar pada pelaksanaan program berikutnya bisa menjadi lebih 

baik. 

Pengawasan dan evaluasi menjadi sangat penting agar 

menjadi perbaikan untuk program selanjutnya. Namun 

pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu terhadap terminal yang ada di 

Kota Bengkulu sangatlah kurang sehingga menjadikan terminal 

di Kota Bengkulu tidak ada yang berfungsi. Hal ini juga 

disampaikan oleh oleh Agus Syahruzah selaku Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal dalam wawancara 

berikut ini: 
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“Terminal di Kota Bengkulu dari semua terminal yang 

ada itu tidak ada yang berfungsi, sebagian ada yang dialih 

fungsikan sebagai pasar sebagian ada yang seperti ini 

tidak berdaya.”62 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

terminal di wilayah Kota Bengkulu tidak ada yang berfungsi dan 

sebagian dialih fungsikan menjadi  pasar  dan  terminal  yang  

lain  tidak  berdaya. Kebutuhan terminal di Kota Bengkulu 

sangatlah diperlukan untuk menciptakan sistem moda angkutan 

jalan yang baik namun pada kenyataannya terminal yang ada di 

Kota Bengkulu kurang berfungsi secara optimal. Hal ini 

menyebabkan adanya aset daerah (PAD) yang tidak 

dimanfaatkan dengan baik serta adanya potensi pendapatan asli 

daerah yang tidak dimanfaatkan dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa Pemerintah Daerah  tidak  memiliki  kemauan  untuk  

menata  ketersediaan  terminal  sebagai sarana transportasi, 

terlebih lagi Terminal di Kota Bengkulu yang  sudah  cukup  

lama berdiri, ini bertentangan dengan teori Good Governance 

yaitu asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan 

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan 

selektif. 

Dengan tidak ada respon dari Pemerintah Daerah 

menjadikan Terminal di Kota Bengkulu sebagai bangunan yang 

tidak terawat dan keberadaan nya pun mulai beralih fungsi 

menjadi sarang perjudian dan prostitusi pada malam hari. 

Selama berdirinya Terminal yang ada di Kota Bengkulu, Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu tidak pernah melakukan renovasi 

terkait dengan bangunan yang sudah mulai  rusak. Ini 

dikarenakan terkendala dengan kewenangan pengelolaan 
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terminal menurut UU No 23 Tahun 2014 dan khawatir jika tetap 

dilakukan renovasi akan menjadi temuan yang menyulitkan 

pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Maka dari itu tiga 

program yang direncanakan oleh pihak Dinas Perhubungan 

Kota Bengkulu menjadi awal bagi pembaharuan Terminal di 

Kota Bengkulu agar fungsi terminal tersebut menjadi optimal 

kembali dengan cara memperjelas identitas Terminal. 

Selama penelitian ini berlangsung, peneliti dapat melihat 

bagaimana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan daya 

dan upaya untuk mengembalikan fungsi Terminal di Kota 

Bengkulu agar menjadi optimal kembali. Namun memang dalam 

menjalankan perannya Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

belum dapat dikatakan optimal, bisa dilihat dari tidak adanya 

sosialisasi mengenai Terminal, tidak adanya penertiban 

angkutan untuk memasuki Terminal, kondisi Terminal yang 

kurang baik dan sangat tidak nyaman karena banyaknya 

sampah yang berada disana. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada 

tiga indikator dalam pengoptimalan fungsi terminal oleh dinas 

perhubungan Kota Bengkulu, pertama Perumus Kebijakan dan 

Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan dan pelaksana, ketiga 

Peran Sektor Publik. 

1. Pertama perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan pada 

indikator ini sektor publik dalam hal ini Dinas Perhubungan 

Kota Bengkulu berperan dalam menetapkan segala aturan 

yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada 

aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu melakukan sejumlah 

perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan kegiatan untuk 

mengoptimalkan kembali fungsi Terminal. Ada beberapa 

program yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan 

Kota Bengkulu diantaranya adalah pertama, penguatan status 

Terminal dengan cara memperjelas status terminal. Kedua, 
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memberdayakan kembali Terminal yang sudah terbengkalai, 

dan ketiga merehabilitasi bangunan terminal agar layak untuk 

digunakan. 

2. Kedua penerapan dan pelaksana, pada indikator ini peran 

organisasi adalah menjamin terlaksananya peraturan atau 

program yang sudah ditetapkan. Implikasi pada indikator ini 

adalah sektor publik diberikan kewenangan untuk melakukan 

penegakan hukum dalam kaitannya menjamin ketersediaan 

barang dan jasa publik. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

memiliki kewenangan dalam mengatur dan menertibkan serta 

menjalankan peraturan yang berlaku dalam bidang 

perhubungan. Penertiban angkutan umum menjadi salah satu 

cara untuk membuat efek jera kepada sopir angkutan yang 

melanggar peraturan dalam bidang perhubungan. Dalam 

upayanya Dinas Perhubungan Kota Benggkulu melakukan 

penertiban angkutan dengan melakukan berbagai cara agar 

angkutan umum yang berhenti dan menunggu penumpang 

memasuki Terminal dengan berbagai fasilitas yang ada. 

3. Ketiga peran sektor publik, peran sektor publik adalah ikut 

mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan 

barang dan jasa serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak 

merugikan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

memiliki tugas mengawasi program-program serta 

mengevaluasi nya agar program tersebut dapat berjalan baik 

pada periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan Terminal, 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Bengkulu kurang berjalan dengan baik karena kondisi 

terminal yang buruk, tidak berfungsinya seluruh terminal 

yang ada diKota Bengkul. Selain itu evaluasi terhadap 

Terminal dilakukan setiap tahun namun pembahasannya 

bukan mengenai kondisi fisik yang sudah tidak layak, kinerja 

pegawai, dan terminal bayangan tetapi hanya mengenai 

pendapatan retribusi terminal. 
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B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungisi Terminal 

Di Kota Bengkulu 

Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Terminal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Berdasarkan Permenhub Nomor 132 Tahun 2015, 

penyelenggaraan terminal penumpang memiliki tujuan yaitu 

menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang 

serta keterpaduan intra-moda dan antar moda serta menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan. Agar 

sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang 

optimal berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna 

transportasi umum maupun masyarakat pengguna 

sarana/prasarana/fasilitas yang ada di dalam terminal, serta 

dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka 

perlu dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel. Terdapat 

unsur penting dalam sebuah terminal penumpang yaitu adanya 

angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal 

tidak bermakna apapun, hanya sebatas sebuah bangunan. 

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 

Tahun 2015 tentang Fasilitas Terminal Penumpang sangat 

berkaitan dengan kaidah good governance berorientasikan pada 

pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yang ideal (efisien 

dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional 

hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau 

kepemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan 

publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, 

maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya 

partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, 

akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. 

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang 

membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat 

manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa 

penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang 
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kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengn ajaran Islam, 

guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghirdarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin 

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang dijalaninya. 

Untuk dapat mewujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara 

dalam aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu 

dapat diwujudkan kinerja Aparatur Sipil Negara yang 

diharapkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan ayat-ayat 

al-qur’an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa 

nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan Kinerja Aparatur Sipil 

Negara yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak 

bernilai guna, ukhuwah, dan amanah. Banyak sekali ayat-ayat al-

qur’an yang menyerukan tentang pentingnya keadilan. Adapun 

ayat yang menjelaskan tentang adil terdapat didalam Qs. an-nisa 

ayat 135 yang berbunyi: 

ٰغَنِيِّاٰيَّكُنْٰٰاِنْٰٰٓ  ٰوَالْْقَْ رَبِيَْْٰٰالْوَالِدَيْنِٰٰاوَِٰٰانَْ فُسِكُمْٰٰىٓ  عَلٰ ٰوَلَوْٰٰللِّ هِٰٰءَٰشُهَدَاٰٰۤباِلْقِسْطِٰٰقَ وَّامِيَْْٰٰكُوْنُ وْاٰا مَنُ وْاٰالَّذِيْنَٰٰايَ ُّهَآ  يٰ 
هُٰٰفَقِي ْراًٰاوَْٰ ٰٰفاَللّ  كَٰانَٰبِاَٰتَ عْمَلُوْنَٰخَبِي ْرًاٰآ  ٗ  تَ لْوٰوَاِنْٰٰٓ  لُوْاٰتَ عْدِٰٰانَْٰٰىٓ  الْْوَٰ ٰتَ تَّبِعُواٰفَلََٰٰٓ  بِِِمَاٰاوَْلٰ  هَ اوَْٰتُ عْرِضُوْاٰفاَِنَّٰاللّ   

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun 

terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan 

kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun 

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan 

(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi 

saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala 

apa yang kamu kerjakan.63 

 

Dengan adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin 

(ulil amri) maka diharapkan kesadaran dalam konsep al-
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ukhuwwah sebagai salah satu nilai dasar syari’ah dapat 

diturunkan asas reponsivitas dalam pemberian pelayanan, 

reponsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang 

sepenuhnya dapat dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara 

(tabi’in). 64  Kinerja yang baik akan berpengaruh pada 

produktivitas kerja. Adapun ayat yang mengatur tentang 

tanggung jawab seseorang pemimpin yaitu terdapat didalam 

Qs.An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: 

ن تِٰاِلٰ  هَٰيأَْمُركُُمْٰانَْٰتُ ؤَدُّواٰالَْْم  اٰاللّ هَٰٰاِنَّٰٰٓ  ٰباِلْعَدْلِٰٰتََْكُمُوْاٰانَْٰٰالنَّاسِٰٰبَ يَْْٰٰحَكَمْتُمْٰٰوَاِذَآٰ  اهَْلِهَاٰىٓ  اِنَّٰاللّ  ٰيعَِظُكُمْٰٰنعِِمَّ
عًآٰ  ٰٗ  بِه ي ْ كَٰانَٰسََِ هَ ٰاللّ  بَصِي ْرآًٰ  اِنَّ  

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Melihat.65 

 

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat 

kepada yang berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang 

dipercayakan kepada seseorang untuk  dilaksanakan  dengan  

sebaik-baiknya.  Jangan  sekali-sekali  diabaikan akan tetapi 

hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam 

hidup dan kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagian 

dunia dan akhirat. 

Faktor-faktor  pelaksanaan  tinjauan  fiqh  siyasah  

terhadap  kajian fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungisi 

terminal di Kota Bengkulu adalah datang dari aturan yang 

berdasarkan undang-undang dan dipatuhi oleh pemimpin (ulil 
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amri). Amanah merupakan tanggung jawab atau pelimpahan 

kewenangan karena kekuasaan bersumber dari Allah SWT 

artinya dalam optimalisasi fungsi terminal harus mampu 

mengelola dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang optimalisasi 

fungsi terminal. 

Amanah atau tanggung jawab tersebuat harus  

dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT termasuk dalam 

optimalisasi fungsi terminal agar penumpang merasa aman, 

nyaman dan sesuai dengan  harapan penumpang di terminal. 

Optimalisasi fungsi terminal di Kota Bengkulu masih kurang 

efektif jika dilihat dari Peraturan perundang-undangan. Hal itu 

terjadi karena kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan 

oleh Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Selama penelitian ini 

berlangsung, peneliti dapat melihat bagaimana Dinas 

Perhubungan Kota Bengkulu melakukan daya dan upaya untuk 

mengembalikan fungsi Terminal di Kota Bengkulu agar menjadi 

optimal kembali. Namun memang dalam menjalankan perannya 

Dinas Perhubungan Kota Bengkulu belum dapat dikatakan 

optimal, bisa dilihat dari tidak adanya sosialisasi mengenai 

Terminal, tidak adanya penertiban angkutan untuk memasuki 

Terminal, kondisi Terminal yang kurang baik dan sangat tidak 

nyaman karena banyaknya sampah yang berada disana. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Melihat bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam 

optimalisas fungsi Terminal di Kota Bengkulu, peneliti 

menggunakan tiga indikator yang pertama Perumus 

Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan, kedua penerapan dan 

pelaksana, ketiga Peran Sektor Publik. Pertama perumus 

kebijakan dan pelaksana kebijakan, Peran yang belum 

berjalan dengan baik ini dikarenakan masih terdapat 

permasalahan mengenai program-program mengenai 

optimalisasi fungsi terminal. Kedua penerapan dan 

pelaksana Dinas Perhubungan Kota Bengkulu belum 

melakukan upaya yang berarti untuk mengoptimalkan 

fungsi Terminal di Kota Bengkulu, ketiga peran sektor 

publik Dinas Perhubungan belum melakukan evaluasi yang 

menyeluruh terhadap Terminal. 

2. Fiqh Siyasah yaitu seorang pemimpin harus amanah dan 

bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya yang 

terdapat didalam QS. an-nisa: ayat 58. Ayat ini 

memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang 

berhak. Amanat dalam hal ini adalah sesuatu yang 

dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali diabaikan akan tetapi 

hendaklah diindahkan, diperhatikan, dan diterapkan dalam 

kehidupan kita untuk dapat mencapai kebahagian dunia-

akhirat dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaraan 

seorang pemimpin dalam konsep Al-Ukhuwwah sebagai 

salah satu nilai dasar Syari’ah. 

B. Saran 

1. Untuk Dinas Perhubungan Kota Bengkulu agar bisa 

melengkapi sarana dan prasarana, fasilitas serta hal yang 

medukung lainnya agar pelayanan bagi para penumpang 
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dan jasa angkutan nyaman untuk berhenti di terminal, 

pengoptimalan fungsi trminal harus konsisten dan 

kepemilikan terminal yang sudah di ahlifungsikan harus 

bisa dioptimalkan kembali. 

2. Untuk Masyarakat agar sebisa mungkin untuk 

menggunakan alat transpormasi angkutan umum di 

terminal walaupun sedikit jauh, agar para angkot dan jasa 

angkutan lainnya semangat untuk memasuki terminal. 
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Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

 

 

 

 

 

  



90 
 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 

 

 



91 
 

 

Kantor Dinas Perhubungan Kota Bengkulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Wawancara Dengan Bapak KA.UPTD Terminal AGUS 

SAHRUZAH,S.H 
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Wawancara Bersama Pemilik Loket Bus Raflesia Bapak Asep Maulana  
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Wawancara Dengan Sopir Angkot Bengkulu Bapak Atep Setiawan dan 

Bapak Yayan Khairul
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Wawancancara dengan Pedagang Kaki Lima Bapak Robi Dermawan 
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